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Abstrak
Olahraga merupakan sebuah aktifitas yang dibutuhkan seluruh manusia agar tetap sehat bahkan sudah menjadi pola hidup dan kebutuhan di semua bangsa dan negara. Oleh karena itu semua negara termasuk Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang olahraga seperti Undang Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN)  dan untuk pelaksanaan teknisnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. Peraturan peraturan tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan kedaulatan negara melalui asas Lex Sportiva yang diterapkan dalam system hukum Indonesia  diharapkan mampu mendukung kedaulatan negara, saat ini dalam statuta PSSI tidak ada pengaturan tentang pemberian penghargaan terhadap wasit futsal sedangkan dalam UU SKN mengatur adanya pemberian penghargaan dengan syarat tertentu hal ini menyebabkan adaanya kekosongan hukum. Penelitiian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan solusi  hukum pada benturan kewenangan yang menyebabkan  terjadinya kekosongan hukum antara statute PSSI dan UU SKN dan juga bagaimana upaya hukumnya apabila tidak mendapatkan penghargaan keolahragaan bagi  wasit futsal Jawa Timur. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang undangan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah dan PSSI yang menyebabkan terjadinya benturan kewenangan.
Kata Kunci : Lex Sportiva, Hukum Nasional, Wasit Futsal.
Abstract

Sport is an activity  that is needed by all humans to stay healthy and has even become a pattern of life and a necessity in all nations and countries. Therefore, all countries including Indonesia have special regulations governing sports such as Law No.3 of 2005 concerning the National Sports System (SKN Law) and for its technical implementation, Government Regulation No.16 of 2007 concerning Sports Implementation is issued. These regulations were issued to realize state sovereignty through the principle of Lex Sportiva which is applied in the Indonesian legal system and is expected b    to be able to support the sovereignty of the state, currently in the PSSI statute there are no regulations regarding the awarding of futsal referees while in the SKN Law it regulates the awarding with certain conditions. this causes a blur of norms. This research aims to find out and provide legal solutions to the conflict of authority that occurs between the federation and the government and also how the legal protection is if you do not get a sports award for the East Java futsal referee. The type of research to be carried out in this research is a type of normative legal research, the approach used in this research is a conceptual approach and a statute approach, which is an approach that prioritizes legal materials in the form of legislation as reference material in the implementation of research and research is descriptive. The result of the research and discussion is that there is an overlap of authority between the government and PSSI which causes a conflict of authority.
Keywords : Lex Sportiva, National Law, Futsal Referee.
PENDAHULUAN
Olahraga merupakan suatu kegiatan fisik / jasmani yang dilakukan secara sistematik dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kebugaran dan mengasah minat dan bakat bagi manusia(Kosasih 1985) .Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh semua golongan masyarakat tanpa harus melihat status sosial ataupun usia. Aktivitas jasmani saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia untuk menerapkan pola hidup sehat yang sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga stamina dan kebugaran dalam melakukan aktifitas setiap hari.
Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional(Sukrorini 2009). Dengan demikian banyak aspek yang dapat tumbuh melalui kegiatan olahraga termasuk menjaga komunikasi antar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Peran olahraga tidak hanya sebagai aktifitas fisik dengan tujuan pribadi akan tetapi olahraga juga dapat menimbulkan semangat kebangsaan bagi pelakunya karena melalui olahraga generasi muda Indonesia dapat mencetak prestasi sesuai bidang minat dan bakat yang dimiliki. Apabila bakat yang sudah ada dapat dijaga dan dilakukan pembinaan dan pengembangan maka berpotensi menjadi olahragawan yang berprestasi di tingkat internasional.
Olahraga adalah kegiatan jasmani atau tubuh sehingga mempunyai peran penting terhadap kesehatan dan memberikan berbagai macam manfaat bagi kehidupan baik dari segi jasmani maupun rohani. Salah satu manfaat dari olahraga adalah dapat mengurangi frustrasi yang ditimbulkan dari kegiatan rutin(Syarifudin 2013). Gerak tubuh dapat menjadi kegiatan untuk menyalurkan tenaga dengan cara dan tujuan yang baik dan positif.
Olahraga memiliki banyak cabang yang dapat dilakukan dan dipertandingkan, salah satu cabang olahraga yang sangat digemari di Indonesia adalah futsal karena sangat mudah menemukan lapangan futsal dan sarana prasarana lainnya. Futsal berasal dari bahasa Spanyol yaitu dari kata futbol sala, artinya sepak bola ruangan. Pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay, futsal diperkenalkan oleh seorang pelatih sepak bola yang bernama Juan Carlos Ceriani (Gioldasis 2016). Futsal adalah bentuk sederhana dari cabang olahraga sepak bola yang memiliki karakter dan cara bermain yang sudah dis esuaikan dengan ukuran lapangan dan jumlah pemain yang ada di dalam lapangan(Murhananto 2006).  
Futsal berada di bawah organisasi Fédération Internationale de Football Association (FIFA) yaitu organisasi yang juga membawahi cabang olahraga sepak bola akan tetapi futsal memiliki peraturan permainan yang dibuat khusus yang tidak sama dengan sepak bola. Futsal sudah menjadi olahraga yang populer di masyarakat (Maulana 2016)Indonesia karena kemudahan cara bermain dan juga lapangan yang mudah ditemui dibandingkan dengan lapangan sepak bola.

Futsal menjadi olahraga yang dapat dimainkan berbagai usia mulai dari usia dini hingga usia dewasa, terbukti dengan banyaknya akademi futsal usia dini yang ada saat ini menunjukkan bahwa futsal sudah menjadi olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat indonesia. Kemudahan dan unsur sportifitas yang ada dalam olahraga futsal menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak diminati oleh masyarakat, sehingga saat ini futsal sudah menjadi olahraga prestasi yang dimana tidak lepas kaitannya dengan kemudahan dalam menemukan sarana prasarana berupa lapangan,peralatan, klub untuk berlatih, dll.
Futsal di Jawa Timur bukanlah hanya sebuah olahraga biasa melainkan sudah menjadi olahraga prestasi karena Jawa Timur sudah memiliki prestasi di cabang olahraga futsal di tingkat nasional yaitu dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 yang diselenggarakan di Jawa Barat(Maulana 2016). Dalam kompetisi tersebut tim futsal Jawa Timur mendapatkan medali perunggu dan ini adalah capaian tertinggi dari tim futsal Jawa Timur selama ini.
Prestasi yang dicapai oleh tim futsal Jawa Timur tidak lepas dari proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Timur atau selanjutnya disebut (AFP JATIM). Pembinaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional) Pasal 21 ayat (1) yaitu : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya”. Pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat(Mutohir 2007).
Dalam melakukan pembinaan futsal di Jawa Timur terdapat elemen lain yang berpartisipasi seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan juga organisasi futsal setingkat kabupaten atau kota yang mengelola pembinaan di tingkat kabupaten atau kota hingga sampai pada tingkat provinsi. Pembinaan futsal di provinsi Jawa Timur bertujuan untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan diharapkan bisa menjadi atlet yang membela tim nasional futsal Indonesia.
Program pembinaan yang dilakukan di Jawa Timur salah satunya adalah dengan cara mengadakan kompetisi futsal antar bagi para pelajar dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat universitas/perguruan tinggi secara berkala dengan tujuan untuk membina minat dan bakat dari para siswa yang ada di Jawa Timur. Pembinaan sejak dini inilah yang nantinya di kemudian hari diharapkan akan muncul atlet-atlet yang unggul dan profesional, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekolah merupakan salah satu lingkungan yang mempunyai peranan penting dan paling berpotensi untuk melahirkan serta melakukan pembinaan terhadap anak dalam bidang olahraga futsal(KOMINFO JATIM 2009).
Dalam olahraga futsal dibutuhkan wasit untuk memimpin jalannya pertandingan agar pertandingan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebuah pertandingan dipimpin oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh untuk memegang teguh peraturan permainan (Laws of The Games) sehubungan dengan pertandingan dimana dia telah ditunjuk untuk memimpin, terhitung mulai dari saat ia masuk sampai ia meninggalkan lapangan permainan(Frahmawati 2014). 
Wasit adalah orang yang memimpin jalannya suatu pertandingan olahraga (Sukintaka 1983), dalam penelitian ini yang dimaksud adalah wasit futsal, dalam melakukan tugasnya wasit futsal bekerja secara tim dengan 4 orang wasit yang bertugas dalam sebuah pertandingan. Wasit 1 dan 2 memimpin jalannya pertandingan, wasit 3 mengkondisikan bangku cadangan dari kedua tim yang bertanding sedangkan wasit 4 bertugas mengendalikan waktu pertandingan (time keeper). 
Wasit merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah pertandingan olahraga karena tanpa adanya wasit pertandingan tidak akan bisa berjalan dengan baik, tugas wasit dalam olahraga futsal adalah memimpin jalannya pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan Law Of The Game (LOTG) yang telah dibuat oleh FIFA dan juga melindungi pemain yang sedang bertanding dari segala tindakan tidak sportif. Dalam olahraga futsal, keberhasilan suatu pertandingan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih, manajer atau pemain akan tetapi sangat dominan ditentukan oleh wasit (Deliana Iman Dwi Gita 2018).
Wasit termasuk kategori tenaga keolahragaan sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 1 ayat (4) yaitu: “Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga”. 

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4) tersebut wasit termasuk dalam kategori tenaga keolahragaan karena untuk menjadi seorang wasit diperlukan pelatihan dan juga sertifkat untuk bisa memimpin sebuah pertandingan sesuai dengan tingkat sertifikat yang dimiliki, dalam Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa : 

“Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis, dan para medis,ahli gizi,ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.”

Wasit futsal yang tergabung dalam AFP JATIM wajib memiliki sertifikat wasit futsal level 2 atau sertifikat setingkat provinsi, karena wasit yang tergabung dalam AFP JATIM akan bertugas memimpin pertandingan di tingkat Jawa Timur. Pembinaan wasit futsal Jawa Timur termasuk salah satu yang berjalan dengan baik dibuktikan dengan selalu ada pemanggilan wasit futsal Jawa Timur dalam setiap kejuaraan yang setingkat nasional yang diselenggarakan oleh Federasi Futsal Indonesia (FFI) maupun kejuaraan yang diadakan oleh KONI.
Pembinaan wasit futsal dilakukan secara berkelanjutan karena di Jawa Timur setiap tahun selalu mengadakan kursus wasit untuk mendapatkan wasit wasit muda berbakat untuk regenerasi dan juga selalu diadakan penyegaran wasit (Referee Refreshment) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas wasit yang sudah ada saat ini. Pada saat melaksanakan tugasnya wasit futsal Jawa Timur memiliki nominal honor yang sudah ditentukan oleh AFP JATIM.
Honor diberikan pada saat bertugas memimpin sebuah pertandingan dalam sebuah kejuaraan yang sedang berlangsung, namun hingga saat ini wasit futsal Jawa Timur hanya mendapatkan honor tanpa ada tunjangan lain ataupun asuransi, sementara itu dalam UU SKN Pasal 64 dijelaskan bahwa : 
“Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan: a).Pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan ; b) Jaminan keselamatan; c) Peningkatan karir, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan / atau penghargaan”.
Bentuk penghargaan olahraga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 86 ayat (3) yang berbunyi :
 “Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan”.
Berdasarkan Pasal Pasal tersebut wasit futsal Jawa Timur berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa asuransi kesehtatan yang seharusnya didapatkan selain mendapatkan honor, Sesuai dengan pra-penelitian bahwa wasit futsal Jawa Timur hanya mendapat honor pada saat sedang bertugas dalam sebuah kejuaraan yang sedang berlangsung.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan(Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan) Pasal 91 menyebutkan :

“Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah / swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga”
Indonesia memiliki motto olahraga nasional yaitu       “memasyaraktkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat ”, merupakan konsep nasional untuk mewujudkan secara nyata pembangunan manusia seutuhnya sekaligus menjadi konsep memajukan kesejahteraan umum(Singgih D. Gunarsa 2005). Motto inilah yang dijadikan pedoman untuk pemberian penghargaan pada tenaga keolahragaan termasuk wasit futsal karena dengan pemberian penghargaan dapat memajukan kesejahteraan umum para pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan lainnya. 
Sistem keolahragaan yang kuat dapat menimbulkan kesejahteraan bagi para pelaku olahraga yang terlibat dan juga menciptakan adanya keteraturan dalam pelaksanaannya, upaya untuk membangun sistem keolahragaan nasional yang kuat, pemerintah telah menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan untuk pelaksanaan teknisnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka dapat menimbulkan persoalan  baru yaitu dualisme pengaturan penyelenggaraan cabang olahraga(Riyanto Slamet, S.H. 2018).
Dualisme ini timbul karena dalam pengaturan tentang cabang olahraga memiliki Lex Sportiva yaitu digunakannya peraturan dan hukum yang dibuat oleh federasi internasional suatu cabang olahraga itu sendiri termasuk FIFA yang memiliki statuta sebagai pengaturan untuk negara negara yang menjadi anggotanya. PSSI yang berada di bawah naungan FIFA memiliki peraturan khusus tentang penyelenggaraan dan hukum yang berkaitan dengan sepakbola yaitu statuta PSSI yang didaptasi dari statuta FIFA, sehingga memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur segala unsur unsur yang berada dalam ranah PSSI.
Istilah dari Lex Sportiva dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional(Ashari Setya n.d.). Dengan demikian, Lex Sportiva dengan tegas menolak digunakannya hukum nasional suatu negara, dan dalam penyelesaian sengketa antar unsur cabang olahraga mereka juga menolak adanya intervensi atau campur tangan pemerintah.
Sengketa di dalam PSSI atau sengketa yang melibatkan anggota PSSI, lembaga terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai upaya terakhir (setelah sebelumnya menempuh upaya perdamaian secara internal melalui kesekretariatan jenderal PSSI atau melalui asosiasi provinsi PSSI yang ditunjuk oleh Kesekretariatan Jenderal PSSI), yang menyelesaikan perselisihan secara pasti dengan mengesampingkan badan atau lembaga negara atau peradilan umum.
Sesuai dengan persoalan di atas, maka terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan tentang pemberian penghargaan bagi wasit futsal yang termasuk sebagai tenaga keolahragaan karena pada asas Lex Sportiva yang berpedoman pada statute PSSI tidak disebutkan atau  belum tentang hal pemberian penghargaan bagi wasit , sedangkan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Maka terjadi benturan kewenangan antara Lex Sportiva dengan hukum positif yang berlaku yang menyebabkan kekosongan hukum dan di satu sisi negara memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum nasional sementara di sisi lain federasi cabang olahraga memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan cabang olahraganya sesuai dengan statute. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi akibat adanya benturan kewenangan antara statuta PSSI dengan UU SKN dan juga bagaimana  perlindungan hukumnya apabila tidak mendapatkan penghargaan keolahragaan bagi  wasit futsal Jawa Timur
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan  rumusan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana kedudukan hukum nasional yang dikaitkan dengan pengaturan pemberian penghargaan bagi wasit futsal di Jawa Timur ? 
2) Bagaimana upaya hukum bagi  wasit futsal Jawa Timur terkait tidak diperolehnya penghargaan keolahragaan  ?
METODE 
Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat adalah kekosongan hukum, karena terdapat kekosongan hukum antara Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan statuta dari federasi yang mengatur perihal pemberian penghargaan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) yang dilakukan dengan cara menelaah produk-produk hukum, teori-teori, doktrin, pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statute approach ) yang menjadi titik fokus penelitian dengan menggunakan legalisasi dan regulasi (Marzuki 2005). 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Presiden No.44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Statuta FIFA, Stauta PSSI.  Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum (Soekanto and Mamudji 2009).
Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka berfikir menggunakan bahan hukum serta teori hukum yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif (Fajar 2009). 
Teknik analisis bahan hukum disini dengan melakukan kegiatan penelitian yang mengkaji dan menelaah terhadap hasil pengelolaan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) seperti membaca, menelaah, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
Kedudukan Hukum Nasional Berkaitan Dengan Pemberian Penghargaan Bagi Wasit Futsal

Sebagai bentuk sebuah aktifitas manusia, olahraga memiliki sebuah karakter yang khas berupa adanya aturan, aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang melakukan olahraga tersebut baik di tingkat nasional ataupun internasional yang dimana aturan tersebut dibuat oleh  sebuah organisasi yang menjadi pusat ataupun induk olahraga tersebut. Semua peraturan yang telah di buat tersebut bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh federasi yang berada di bawahnya yang dimana federasi adalah organisasi tertinggi dari suatu negara.

Peraturan peraturan yang telah dibuat dan diterapkan oleh induk organisasi sebuah cabang olahraga disebut sebagai Lex Sportiva, Secara sederhana Lex Sportiva adalah hukum yang khusus dibuat oleh sebuah induk organisasi cabang olahraga dan berlaku serta ditegakkan oleh induk organisasi itu sendiri tanpa adanya intervensi dari hukum positif suatu negara. Dalam perdebatan akademis Lex Sportiva dipahami sebagai sebuah system hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam system hukum internasional, akan tetapi termasuk dalam hukum transnasional(Panjaitan 2011)
Indonesia sudah memiliki pengaturan sendiri tentang olahraga yang berupa UU SKN dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga yang berisi tentang sistem dan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. UU SKN di buat karena keberadaan dan peranan olahraga di Indonesia begitu penting untuk membangun kedaulatan bangsa dan negara. PSSI berada di bawah naungan FIFA sebagai induk organisasi sepakbola seluruh dunia, FIFA merupakan komunitas internasional yang melahirkan lex sportiva sebagai hukum transnasional yang hidup dan berlaku secara terus menerus dan diikuti oleh anggota-anggotanya, termasuk PSSI(Hatami, Raka 2018).
Pengaturan yang dilakukan oleh federasi induk seperti FIFA dapat diklasifikasikan dalam 4 tipe yaitu: 

1. Lex Ludica- The Rule Of The Game
(Aturan Main),

2. The Ethical Principles Of Sport (Prinsip prinsip Etika Olahraga,

3. Lex Sportiva  (Hukum Olahraga Global), dan

4. International Sports Law (Hukum Olahraga Internasional ).

Hukum olahraga internasional ini mencakup prinsip-prinsip umum dari hukum yang secara otomatis berlaku pada olahraga, seperti; perlindungan dasar (basic protections) untuk due process dan hak-hak atas peradilan yang fair, dan hal-hal lain yang merepresentasikan adanya rule of law dalam olahraga(Riyanto Slamet, SH. 2018). Sedangkan, hukum olahraga global mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam aturan federasi olahraga internasional sebagai suatu private contractual order yang memiliki sifat pembedaan yang unik.(Najzinger 1999). Bentuk dari Lex Sportiva yang dibuat oleh FIFA adalah berupa statuta yang dimana setiap anggotanya wajib untuk tunduk pada statuta tersebut, PSSI yang merupakan anggota dari FIFA mengadaptasi statuta tersebut dan menjadikan statuta tersebut sebagai acuan peraturan di ranah sepakbola nasional yang bernama statuta PSSI(Kristiyanto, Noer 2016b). 
Dalam pelaksanaanya di dalam sistem hukum FIFA dan Statuta PSSI sendiri ini memiliki persinggungan dengan hukum nasional dalam persinggungan ini tidak terjadi didalam konteks peneggakan the law of the game sebagai suatu Lex Ludica yang sudah menjadi otoritas FIFA dan PSSI sepenuhnya namun juga terjadi dalam suatu penegakkan Lex Sportiva yaitu yang terkait dengan suatu hal mekanismenya dan serta cara untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain the laws of the game(Cahyo, Erik and Effendi 2019). Hal yang dimaksud adalah seperti terkait perizinan dan hal hal administratif yang berhubungan dengan penyelenggaraan kompetisi lainnya yang semua itu juga berhubungan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
Pengaturan tentang pemberian penghargaan keolahragaan terdapat dalam UU SKN yang berdasarkan pada tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana dalam hal ini adalah kesejahteraan umum untuk para tenaga keolahragaan, wasit adalah salah satu golongan yang termasuk dalam tenaga keolahragaan. Salah satu tafsir memajukan kesejahteraan umum adalah bahwa negara wajib mengupayakan tercapainya tujuan setiap pribadi manusia, yaitu keserasian aspek rohaniah dan jasmaniah(Purbacarakan and Soekanto 1982).

 Oleh karena itu diberikannya penghargaan keolahragaan bagi wasit futsal dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dalam statuta PSSI yang mengatur tentang persepakbolaan Indonesia belum terdapat pengaturan tentang pemberian penghargaan kepada tenaga keolahragaan yang terlibat dalam ranah sepakbola di Indonesia, Federasi Futsal Indonesia (FFI)  merupakan organisai induk bagi cabang olahraga futsal di indonesia yang bernanung dalam federasi yang sama dengan cabang olahraga sepakbola yaitu PSSI maka olahraga futsal di indonesia juga menggunakan statute PSSI sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan kompetisi beserta pengaturan lainnya.
Statuta PSSI merupakan aturan tertinggi dalam penyelenggaraan segala kegiatan yang dilakukan oleh FFI termasuk dalam pengaturan tentang tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan futsal di Indonesia, komite/asosiasi wasit merupakan anggota dari PSSI seperti yang terdapat dalam statuta PSSI Pasal  14 yang berbunyi:
“ Anggota PSSI terdiri dari :

a. Klub;

b. Asosiasi Provinsi PSSI;

c. Asosiasi Klub Sepak Bola Wanita;

d. Federasi Futsal Indonesia;

e. Asosiasi Wasit;

f. Asosiasi Pemain;

g. Asosiasi Pelatih.”

Pengaturan tentang pemberian penghargaan keolahragaan bagi wasit futsal hanya diatur dalam UU SKN sedangkan dalam stauta PSSI sebagai aturan tertinggi dalam ranah olahraga futsal di Indonesia belum terdapat pengaturan tentang pemberian penghargaan bagi wasit futsal, pemberian penghargaan keolahragaan diatur dalam UU SKN karena dianggap penting untuk memajukan kesejahteraan umum khususnya untuk para pihak yang terlibat dalam dunia olahraga professional. 
Sedangkan seharusya statuta PSSI juga mengakomodir tentang pemberian penghargaan keolahragaan bagi para wasit sebagai anggotanya untuk memajukan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara Indonesia.
Kedudukan Lex Sportiva di Indonesia terutama dalam pengaturan cabang olahraga futsal bersifat mutlak.Akan tetapi harus diawasi agar tetap selaras dengan nilai nilai kebangsaan dan sesuai dengan tujuan negara, dalam konteks ini, untuk kepentingan memajukan kesejahteraan umum melalui olahraga. Negara dapat melakukan intervensi secara strategis, terbatas, dan fokus sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, khususnya pada jaminan ketersediaan insfrastruktur olahraga untuk memastikan semua warga negara dapat melaksanakan hak asasinya berolahraga (sepakbola) secara nyaman dan aman, serta jaminan berlaku dan dihormatinya Lex Sportiva sebagai sistem hukum federasi olahraga internasional dan bagian dari sistem hukum transnasional sepanjang intervensi tersebut untuk mengelola, menyelenggarakan dan menyelesaikan sengketa olahraga secara sehat (Riyanto Slamet, SH. 2018).
Intervensi dan kewenangan pemerintah sebagai state tidak boleh melanggar kedaulatan society, exsitensy society beserta dengan kedaulatannya yang memiliki aturan hukum sendiri (the law of the game) yang tidak melanggar suatu kedaulatan dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga membutuhkan hukum nasional utuk urusan yang tidak diatur oleh hukum society, misalnya legalitas badan hukum klub, pajak dan keimigrasian(Panjaitan 2011). Sitem hukum nasional dan sistem hukum FIFA sebenarnya saling melengkapi dan saling mendukung serta tidak saling meniadakan, jika keduanya sinergis maka akan sangat mungkin untuk upaya memajukan kesejahteraan umum(Panjaitan 2011).  
Lex sportiva tidak semata mata menjadi sistem hukum tunggal bagi pengaturan dalam hal cabang olahraga futsal karena harus berjalan berdampingan dengan sistem hukum nasional yang juga berperan besar dalam terlaksananya kegiatan olahraga futsal di Indonesia. Sehingga Lex Sportiva yang berlaku yaitu statuta PSSI dan hukum nasional posisinya adalah saling melengkapi.
Pengaturan tentang pemberian penghargaan bagi wasit futsal yang terdapat dalam UU SKN tidak melanggar ataupun menyalahi statuta PSSI karena mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam stauta PSSI. Karena dunia hukum dalam bidang olahraga tidak membentuk suatu dunia hukum yang benar-benar terpisah dari hukum negara, sebab jika aturan yang mengatur olahraga tersebut dibuat oleh organsisasi olahraga privat internasional olahraga tetap tidak dapat menghindar dari penerapan hukum dimana olahraga tersebut di pertandingkan (Kristiyanto, Noer 2016a)
2. Upaya Hukum Bagi  Wasit Futsal Jawa Timur Terkait Tidak Diperolehnya Penghargaan Keolahragaan  


Penghargaan Keolahragaan adalah suatu bentuk apresiasi yang dapat diberikan kepada tenaga keolahragaan atas prestasi dan kontribusi yang telah diberikan pada suatu cabang olahraga. Diberikannya penghargaan keolahragaan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga olahraga, apabila wasit futsal terpenuhi kesejahteraannya maka kinerja yang dihasilkan dapat maksimal. Hak dari wasit futsal adalah mendapatkan honor sesuai dengan tingkatan pertandingan yang dipimpin dan mendapatkan penghargaan keolahragaan apabila sudah memenuhi persyaratan, sedangkan kewajibannya adalah memimpin pertandingan dengan sebaik baiknya pada saat bertugas sesuai dengan Law Of The Game yang berlaku pada cabang olahraga futsal dan mematuhi segala peraturan dan kode etik yang berlaku dalam asosiasi.


Pemberian penghargaan keolahragaan dapat dilakukan dengan adanya bantuan atau peranan dari pihak pihak terkait antara lain adalah PSSI melalui asosiasi provinsi dan juga dari pihak pemerintah, karena terdapat titik singgung dalam system hukum yang mengatur. Titik singgung dalam sistem hukum yang menyentuh tata kelola keolahragaan nasional pada tiga ranah, yaitu sistem hukum nasional sebagai sistem hukum pertama, sistem hukum internasional sebagai sistem hukum kedua, dan sistem hukum transnasional sebagai sistem hukum ketiga(Riyanto Slamet, SH. 2018).
 Ketiga sistem hukum ini saling bersentuhan dan seharus membentuk tautan yang erat sebagai satu kekuatan hukum plularis yang sejajar dan sederajat mewujudkan pengaturan dan pengelolaan keolahragaan nasional dan penyelesaiaan sengketa olahraga yang timbul di era globalisasi sebagai salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum(Riyanto Slamet, SH. 2018). Lex Sportiva termasuk di dalamnya Lex Ludica yang disebut transnational sport law dapat dimaknai sebagai bagian dari sistem hukum transnasional sebagai sistem hukum ke tiga dalam teori prularisme hukum setelah sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, bersifat otonom dan karenanya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola, menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional, dan menyelesaikan sengketa olahraga yang timbul.(Kristiyanto, Noer 2016b)


Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan berupa asuransi bagi tenaga keolahragaan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 10 yang berbunyi :
(1) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan pada olahragawan, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/ atau internasional ;

b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/ atau internasional

c) Telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun kepada Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

Pengertian tenaga keolahragaan telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Olahraga Pasal 1 angka 7 yaitu : 

“ Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;”.
Cara yang tepat untuk menyelesaikan permaslahan tersebut adalah dengan cara menggunakan hukum yang paling berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,dalam hal ini adalah UU SKN yang melengkapi pengaturan yang belum ada dalam statuta PSSI dan statute FIFA. PSSI juga memiliki sebuah aturan yang mengakomodir untuk setiap tindakan hukum yang terjadi dalam sepakbola Indonesia dengan penyelesaian secara mandiri dan independen, sistem hukum nasional di Indonesia sudah secara tegas dan mengakui dan menghormati federasi olahraga internasional. Bahkan juga organisasi olahraga profesional di Indonesia ini diharuskan untuk menjadi anggota federasi olahraga internasional(Cahyo, Erik and Effendi 2019) 
Wasit futsal berhak mendapatkan  penghargaan keolahragaan karena masuk dalam kategori tenaga keolahragaan akan tetapi harus memenuhi syarat yang telah di tentukan, akan tetapi hingga saat ini wasit futsal di Jawa Timur yang telah memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan keolahragaan belum mendapatkan penghargaan tersebut. Upaya yang dapat ditempuh dalam masalah ini adalah dapat dengan cara litigasi dan non-litigasi, untuk upaya yang utama adalah dengan non-litigasi karena dalam statute PSSI disebutkan bahwa  apabila terjadi permasalahan atau sengketa pada ranah anggota PSSI maka harus di utamakan dengan cara musyawarah melalui perwakilan PSSI daerah dalam hal ini adalah asosiasi provinsi PSSI Jawa Timur dan AFP Jawa Timur sebagai pihak yang menaungi para wasit futsal Jawa Timur.

Dengan dilakukannya musyawarah dengan pihak pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut tanpa harus melalui jalur hukum, namun apabila tidak berhasil dalam musyawarah mufakat maka penyelesaian permasalahan daapat dilanjutkan melalui arbitrase yang sesuai dengan yuridiksinya. Yuridiksinya adalah FIFA dan PSSI, FIFA telah menyiapkan 3 forum dalam penyelesaian sengketa yaitu : 
1) Court Of Arbitration for Sport (CAS);
2) National Dispute Resolution Chamber (NDRC);
3) Dipute Resolution Chamber (DRC).

Akan tetapi forum yang paling mudah ditemui dan diakses di Indonesia adalah NDRC karena telah memiliki kepengurusan tersendiri di Indonesia. Sehingga NDRC adalah forum yang mudah diakses oleh para pelaku olahraga yang sedang menghadapi sengketa apabila memang sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan berupa musyawarah.
PENUTUP

KESIMPULAN 
1. Pengaturan tentang pemberian penghargaan keolahragaan yang tercantum pada UU SKN tidak menyalahi ataupun melanggar statuta PSSI karena memang belum diatur dalam statuta PSSI mengenai hal tersebut sehingga adanya kekosongan hukum  dalam statuta PSSI yang menjadi acuan dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan cabang olahraga futsal di Indonesia. Dapat di simpulkan bahwa kurangnya harmonisasi antara pemerintah dan PSSI sehingga terjadi adanya ketidak harmonisan yang menimbulkan kekosongan hukum antara statuta PSSI dan UU SKN.
2. Upaya yang dapat ditempuh bagi para wasit futsal di Jawa Timur adalah diutamakan melalui jalur musyawarah dengan perwakilan PSSI daerah, AFP Jawa Timur dan pihak pihak terkait, namun apabila belum berhasil dapat dilanjutkan melalui arbitrase yang sesuai dengan yuridiksinya. Yuridiksinya dalah FIFA dan PSSI, hal ini berdasarkan pada Pasal 88 UU SKN. Forum yang paling mudah dan paling banyak digunakan di Indonesia adalah National Dispute Resolution Chamber (NDRC) karena telah memiliki kepengurusan tersendiri di Indonesia, akan tetapi tetap diutamakan menggunakan jalur musyawarah terlebih dahulu untuk meminimalisir kemungkinan berlanjut ke ranah hukum.
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dari penulis mengenai hal hal diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, Lex Sportiva dan hukum nasional harus berjalan saling melengkapi agar dapat mencapai tujuan negara dan juga dapat memberikan prestasi bagi negara dalam cabang olahraga futsal di Indonesia, maka untuk kemajuan dan prestasi olahraga Indonesia sebaiknya dilakukan harmonisasi antara hukum nasional dan Lex Sportiva agar tidak terjadi benturan kewenangan.

2. Bagi Federasi Futsal Indonesia dan instansi terkait lainnya perlu diadakan sosialisasi terhadap para wasit futsal dan tenaga keolahragaan lainnya terkait upaya upaya dan forum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa terkait dengan dunia keolahragaan. 
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